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PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 58 TAHUN 2004
TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN
BARANG DI JEMBATAN TIMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian kelebihan
muatan angkutan barang di jembatan timbang, telah ditetapkan
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2004;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan jo. Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan  Perhubungan, pelanggaran terhadap
ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi
kendaraan dan kelas jalan, dikenakan sanksi pidana
berdasarkan putusan pengadilan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu dilakukan pencabutan atas
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2004
tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan
Angkutan Barang di Jembatan Timbang, yang ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal
4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000
tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);



Memperhatikan

Menetapkan
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);,

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5209);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 97);

10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2011
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 20 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 112);

Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian
Perhubungan Nomor SE.01/AJ.108/DRJD/2012 tanggal 12 Januari
2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN
GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 58 TAHUN 2004 TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN
ANGKUTAN BARANG DI JEMBATAN TIMBANG.



Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Jawa
Barat Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian
Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Jembatan Timbang
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 14
Seri E).

Pasal 2

Pengaturan mengenai operasional pengawasan dan pengendalian
kelebihan muatan angkutan barang serta pelayanan di jembatan
timbang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan jo. Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Perhubungan serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 3
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Januari 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl.HE
Pembina Utama
NIP. 19521019 197811 1 001.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 12 SERI E.



